SALINAN

WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PENANGANAN MASALAH KEMISKINAN
MELALUI POLA KEMITRAAN KELOMPOK PEREMPUAN MANDIRI

Menimbang

Mengingat

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

WALIKOTA BATU,

bahwa dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang hidup dalam
kemiskinan melalui berbagai program yang
mampu menunjang kemandirian masyarakat
miskin sehingga terlepas dari garis kemiskinan
yang merupakan tanggung jawab Pemerintah
Daerah, perlu adanya percepatan penanganan
masalah kemiskinan di wilayah Kota Batu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Batu tentang Percepatan
Penanganan Masalah Kemiskinan melalui Pola
Kemitraan  Kelompok  Perempuan  Mandiri

Program Keluarga Harapan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4118);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota
Batu;

12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

PENANGANAN MASALAH KEMISKINAN MELALUI
POLA KEMITRAAN KELOMPOK PEREMPUAN
MANDIRI PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi
hak-hak dasar yang terdiri dari kebutuhan pangan, tempat tinggal,
pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau
sekelompok yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan atau  mengembangkan = kehidupan = yang
bermartabat.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program
pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara
sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan
masyarakat untuk mengurangu jumlah penduduk miskin dalam
rangka mengangkat derajat kesejahteraan rakyat.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian
bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin yang
telah ditetapkan sebagai peserta PKH.

Kelompok Perempuan Mandiri adalah Kelompok yang beranggotakan
perempuan dari anggota peserta PKH Kota Batu.

Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu.
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BAB II
TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menciptakan

kelompok perempuan yang mampu berusaha dan mengembangkan

kreativitasnya untuk bangkit dari kemiskinan baik untuk dirinya sendiri

maupun keluarganya.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Walikota ini berlandaskan pada asas:

™ e a0 TP

(1)

(2)

adil dan merata;
partisipasif;
demokratis;
koordinatif;

tertib hukum; dan

saling percaya.

BAB III
PERAN SERTA PIHAK SWASTA

Pasal 4

Pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan
aktif dalam penanggulangan kemiskinan.

Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
perusahaan yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di
Kota Batu.

BAB IV
POLA KEMITRAAN

Pasal 5

Bentuk pola kemitraan yang dibuat dituangkan dalam Nota Kesepahaman

(MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pihak Swasta dengan

Kelompok Perempuan Mandiri dengan difasilitasi oleh Dinas.
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BAB V
KELOMPOK PEREMPUAN MANDIRI

Pasal 6
Kelompok Perempuan Mandiri yang menjadi peserta program adalah
kelompok yang beranggotakan perempuan peserta PKH sesuai wilayah
masing-masing.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pola kemitraan
dilakukan oleh Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Juli 2015

WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO
Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 26/E
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